LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH'HNGKATIISUKOHARJO
NOMOR : 10 TAHUN 1990 SERI D No. 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 31 TAHUN 1990
TENTANG

SUSUNAN  ORGANISASI = DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRE
TARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

;DEMGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

. 5 bahwa dalam rangka meningkatkan
kelamgaran pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan agar 1eb11_1
berdaya guna dan berhasil‘ guna sesuail
dengan  perkembangan pemerintahan, , maka
dipandang perlu membentuk Bagian Pemerintah~
an Desa sesuai dengan Surat menterli Dalam

- Menimbang
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Mengingat :

T4

anggal 2 Juni 1990 Nomor .

eri t , o

N e/sJ perihal Pembentukan Bagig, o1y
rintahan Desa pada Setwilda Tingkat II@me\
r Kepala Daerah Tipg,, %n

at Gubernu . ok
?’gxl;a Tengah tanggal 28 dJuni 1990 Nor?é [
'haj_ :PExnbEﬂ]tLﬂ{a r :

061.1/24942 peri n

Pemerintahan Desa pada Setwilda 7,

1I;

bahwa Peratural Dae?rah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1g
tentang Susunar Organisasi dan Tatakerja
Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretap;y,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatey,
Daerah Tingkat II Sukoharjo yang telay
diubah dua kali sudah tidak sesual dengy

oian
Bkat

” perkembangarn, sehingga dipandang per]y

untuk ditinjau kembali;

bahwa sehubungan dengan itu. Peraturan
Daerah tersebut diatas perlu dicabut dan
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susu-
nan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

. Undang-undang Nomor ;13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
L ingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130

Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organi-

et dan Tatakerja Sekretariat Wilayal

Daeighah }‘:}Lngll:at II, Sekretariat Kotamady?

Periaki] ngkat II dan Sekretariat Dewal
1lan Rakyat Daerah Tingkat II.
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pengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-

paten Daerah Tingkat ] Sukohar jo

Menetapkan :

MEMUTUSKAN -
I;ERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
I ~SUKOHARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKFRJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH
DAN ~ SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKO-
HARJO

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakeud dengan :

L3

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
tingkat II Sukoharjo;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Sukoharjo;

d. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

e. Sekretariat Wilayah/Daerahadalah Sekretariat Wilayah/
Daerah Tingkat II Sukoharjo;

f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
" Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah’Tingkat II Sukoharjo. .
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pAB It

SEKRETARIAT Wi LAYAH/DAERAH

Bagian Pertama |

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dart Susunan Organ;q,
sagi

Pasal 2 i

(1) Sekretariat Wilayah/Daerah adalah suatu unsur g
yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawz.f
kepada Bupati Kepala Daerah dalam menyelengga'rapaD
pPemerintahan di Daerah berdasarkan asas dekOflSenirn B
desentralisasi dan tugas pembantuan. %, |

(2) Sekretariat Wilayah Daerah dipimpin oleh Seorang i
Sekretaris Wilayah/Daerah.

Tugas Pokok Sekretaris Wilayah/Daerah adalah :

a. Menyelenggarakan pembinaan administrasi organisasi da
tatalaksana terhadap seluruh unsur’ dalam Lingkungan
Pemgrintah Daerah, memberikan pelayanan tehn?s dan
administrtif kepada Bupati Kepala Daerah dan selurun |
perangkat Wilayah yang bersangkutan; l

I

Membantu Bupati Kepala Daerah dalam men
: yelenggarakan
Pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Per-

t - . . [ i
?ura.til I:)aerah ini, Sekretariat Wilayah/Daerah mplmyal

a. Koorc;linasi dglam arti mengatur dan membina kerjasamds
mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh ad-

ministrasi, termasuk men ' i
gkoordinasikan penyus
peraturan perundang-undangan;

. i
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pal dalam art "3"‘”“".(‘]‘ilmll
‘li‘ - . s Ld

P‘n‘iilistmmt bagi seluryp Satia, YAAR
ik '

- canaan dala.n_i arti mempepg;
e don menilai Pelaksang 4
of Proglc aan dan perat AN rencgr. ! MEE

pi jaksanad Peraturan perun ang il

ke : dang-yp Jiﬂrr‘ 48arkay
perlakus | fangan yang:

Lapkan Fencs
Moy

-
.

pinaan administrasi dalam artj ,

i Egnaha, mengelola dan membing ke memb'l_na Urusg
e uangan dan perbekalan sgert, Menga . 0l7
jengan lembaga resmi dan masyarakat. akan hUhUnga n

; A

pembinaan orgaqigasi dan tatg lak

K7 Sang :

- pelakukal penehlt.lhan dan pengembangsy ggq i 2rti
penbina dan memelihara seluryn kelembaga, am  rangly

gksanaannya; I dan ketaty

i, Keamanan dan ketertiban dalam gaptj ;
ngpbina keamanan dan ketertiban kedalammmehham -

Pasal 5

scara hirarkhis Sekretariat Wils :
- : yah/Daerah ; -
Bglan-bagian dan Sub-sub Bagian. wakilial g

Pasal 6

Figia_n‘ -bagian -
: 0 sebagaimana dimak as
berah ini sdalahy d sud Pasal 5 Peraturan

i, .
. lan Pemerintahan Umum;

. “81an Pemerintanan Dosa;
" Bagian Hukum;

d, :
Bagian Rubungan Masyarakat;

o
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. _pisasi dan Tatalaksana;
n Orges~

Bagia T
” , perekonomiatt;

£, Bagla '
Baglan Keuaﬂgan’
1€° Bagian Pembanguan
1.
pagian Kesejanterads i
' ian Umum;
" Bagian KepegaV

yat;

L P P

aian.

W

Bagian Kedua

Bagian Pemerintahan Umum

Pasal 7
ian Pemerintahan Umum mpmyai tugas melaksy e
zngagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam mengu,

kan dan menganalisa data, mempersiapkan penyusunan p,
dan petunjuk serta memoniter pcrkombangan penyelenggara
Pemerintahan Umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 7 Peram
Daerah ini, Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungst

2. Mengolah bahan dalam rangka pembinaan penyelenggafii
Pemerintahan Umum,kegiatan koordinasi terhadap I
vertikal oleh Kepala Wilayah Kecamatart sertd e
re.nc‘a'na program dan petun JUk pembinaan Pra.‘,sa .
phisik pemerintahan dan masalah-masalah keagrari#®”

Mengumpulkan dan menganalisa data serta mememba”g

saran pertimhan .- binaan peng
an Perkotaa; gan dalam rangka pem
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kan dan menganalisa data

Serta member;
mp an dalam rangk: : 1kan g5
yengt - primbans Bka pembinaan Perangkat

(‘ I:f.i]]]qvah/ paeral;

“1 o .

menganalisa data k
Ulkan d&n : E’pendudukan :

_\geugﬁi“gz administrasi kependudukan (Catatap Sipil??rta
el ;

g lisa data :
ulkan da? Moo : Serta mempersiapkan
, V€ nan program dan petunjuk-petunjuk dalam raggka

#

Pasal 9

) fagian pemerintahan Umum terdiri dari :
\ .

5. Sub Bagian Tatapraja;

b, Sub Bagian Pengembangan Perkotaan;
.. Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah;
i, Sub Bagian Administrasi Penduduk;

e. Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban Wilayah.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum.

Pasal 10
% Bagian Tatapraja mempunyai tugas :

) egsrllerﬁ."a’ mensistematisasikan, menga.nal@sa dan meng-
Ke T laporan-laporan tentang pemerintahan darl
mepala Wilayah Kecamatan serta mempersiapkan dan

dmngglah bahan- bahan mengenai penyelenggaraan koor-

§ oy ' Instansi vertikal oleh Kepala Wilayah Kecamatan;
le"YusUn tatacara pengendalaian dan evaluasi penye-

nggaraan, Pemerintahan umum termasuk pemilihan umums
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Sub

inaan ras
pembinaall prasarana p, lsj) 1
‘J__ {

; lnj[lk ' 2
t ariaall; b

11
aun P€ .
MenYU'S" - an keagl

I.intﬂha—n
~bahan pembentukg
; 4 an bahfm cn3
Manpff;ﬁ;i‘? - penggabungan; gergbahan b&tagenghabu&a |
.11ebah/Daerzih'-, Wll':flyahl - d‘c1 O Bupat; danan. “a;'
. tan, serta pemindahan Can perubah, w]']'&yf'
oo ilayah/Daerah dan Wilayah Kecamatan, ™ fom
0 q
uk-petunjuk tent
japkan petunjuls-be : ane
n, °

Pasal 11 |
|
Bagian Pengembangan Perkotaan mempunya i tugas . |
Mengumpulkan, mensistematisasikan dan mengolap "
penganbangan perkotaan; f
Memelihara dan menyajikan dokumentasi infopmg; i
ngembangan perkotaan;

Merumuskan petunjuk-petunjuk kebijaksanaan pelakey
an pengembangan perkotaan;

Menyeleﬁggarakan kegiatan-kegiatan untuk pengembang
perkotaan;

Menyelenggarakan kerjasama antar kota;

Menyele{?ggarakan pembinaan penanggulangan urbanjsst
dan peningkatan pelayanan masyarakat kota;

Pembinaan perundang-undangan perkotaan.

Pasal 12

Sub '
Peglan Perangiat Wilayah/Daerah mempunyai tUg®®

a.

Manper : - rﬂﬂg’“
gkan ) 0an mengolah bahan-bahan a1
dan Pemeberhentian anggota da® :

wan P :
- ™akilan Rakyat Daerah;
205
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paiapknn dan menga) ) bahap.
o 3 S B IS F i \ : y
1‘1“" “U‘[, p( “ulla »n.]u\.ll, l)““ LML | I.II] (!'l !:' y
A 10! K Nz Hy
v el vapala Daerah e B L |

X\ ~ h !.Tlrlfrl).
: ) LS TETE |

l‘ T v li \ '\] v ; . " :IIU‘!’; ) IJ( ”II}{‘}I

Bu]' n(‘.u Hllpd oy DOR) 01-:'”']

(.“I i'l'l

S Dow, ayah /iy,
(e repala Wilayah Kecam Wan pepy. Vaergy
«l"‘l]-‘ ' md.l.;ll] () AN Hale o
LG anpo) g ooV
praJa - TAmong

Pasal 13

qgian Administrasi Penduduk Mempunya |
N v

Mempersiapkan dan mengolah
B kependuduka.n -termasuk datg perk

kgnatian y

bal.ﬁan—ba.ha.n Pendatagn
aw.lnan, kelahir'an dan

enggarakan pendaftaran
Eﬁgi = benduduk termy gy orang

.. Yerencanakan segala kegiatan untuk mempe

: ) r .
laksanaan transmigrasi lokg] lancar pe

MAUpuUn nasiona];

. dengan masalah
ketenaga~kerjaan dan perburuhan gi daerah;

e Memperlancar segala kegiatan pelaksanaan keluarga
berencana . ' '

- Pasal 14

Stuugasaagian Ketentraman dan Ketertiban Wilayah mempunyai

b Vengijeyg

menga.nalis
Yang 2

mengumpulkan, mensistematisasikan Slan
laporan-laporan dan peristlwa-perlsttwa

"enyangkut ketentraman dan ketertiban Wilayah;

h. .
ﬁ?rsiapk&n, mengolah dan menyusun petunJUlli;szﬂi‘n
Pey entua-n‘ketentuan tentang pengaman pe e

"y Daerah dan Peraturan Perundang-undang
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g menyanglaa b lkepoent fyp,

afnnyn Vi
Jainnyi e Jassnimn dengan

Vi,

! lan AN ' ”V'; |
pubingan ¢ . , ; B hatad BRI
rangka |ptenst kst ::h’“l Hkan """'l:lrl'n[ gy, "y,

*e ¥ 'l: " ‘ ] ' . i
peraturan Daerah dan Feraturan ”w'unm:“ "f.lurul"'fe-.
R Wiy

lainnyas h "lnrl::””
h"ﬁ:x‘

Memberikan bahan pertimbangan yang berhup,
Nigre

L] [} v ' - ) ]
legalitas dan pemberian Ljin yang m("”-y”'”l-{k].‘;"”' oy,
an unmmaimg , kf""rs'{'ﬁ'

d. Mempersiapkan pangaturan renciana r’b”fw’m"la:in
binaan Polisi Pamong Pra ja. o day i

Bagian Ketiga
Bagian Pemerintahan Desa |

Pasal ' 15

Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksangy
sebagian tugas Sektretaris Wilayah/Daerah’ Tingkat |
dalam mengumpulkan dan menganalisa data, = mempersiap
penyusunan program dan petunjuk serta!memonitor perkem
an penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa, Pendapatan du
Kekayaan Desa, Perangkat dan Administrasi Desa Penge-
bangan Desa dan Lembaga Adat.

i 'Pagal 166

'Qagi.an Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

' ¢ '

i ! Ai ' J BEP . i ikﬂﬂ
a, Mc-ngmqmlkan “dan menganalisadata serta "m-be;iﬂa‘
faran pertimbangan dan petunjuk dalam: rangke pemtahﬂﬂ

v .1“
ggﬂ mengenal tata cara penyelenggaraan et
: a';' [ Ty afy i i e [ et [ K[

LIS gy maatr a1 -
- | MR STRE e
ﬁ:‘?{gwnpu]ikan., dan menganalisa data sertd me';enmlnﬂ
a %‘; pertimbangan dan petunjuk dalam rangk?

ndaps Lag dan Kelayaan Desa
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kan dan menganal i,

NI 7 9 Aot
Illlﬂl ﬂ,t,-}mh:mg;m dan pe 't

I"“].“ll’l rl, ’ ;rJ'l;l

A1} ’

N an P jan admini apy hemt
-l anglkal dan administragi pe,. ‘M rangg, ety

5 el TOTINt aha e - PO

af tahan feg,

ppulkal dan menganalisa g,

11 " o . 5 i Le SNOP 4,

e ortimbangan dan petunjuk g “TUA  memben
BT L kkgs

; an Aey alam p.
i gl _ngembangan Desa sertg pembir, N rangl

) a , ‘ 7 ¥
a3 Permbipa
0 n | ,(me;lg J1na -

Pasal 17

| qusuaat organisasi Bagian Pemerintyp,. Desa - 1
; ‘ Sd - terdiri

'dal'l H
sub Bagian Tata Pemerintahan Dess,

(1

). Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Degy.
. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa;
5. Sub Bagian Pengembangan Desa dan Lembaga Adat.

25 Bagian - ?ub Bagian S§b§ga:lmana dimaksud ayat (1)
21 ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
gb Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
Jangung kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

Pasal 18
b Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

.. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk PAVUSIED
ketentuan—ketentuan dan petunjuk-petunjuk serta pem-
binaan dibidang ketentraman dan ketertiban;

b, qhan untuk menyusufl

Yempersiapkan daﬁ mengolah bahan-b

go - pen-
ke uk-petunjuk serta P
*tentuan-ketentuan dan petunJ dingsi dan sosial

binagn dibid pe koor
an ngawasan 00
pOlitik; = 3 ,
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mengolah hahan-bahan

| n don - Cuk
Cejapie? 00 tian dan  petunjuk-pet . Pep,
MempeT™ - lan-keter ara OJuk 7y
¢+ on keten™ividang penyelenggaraan p emerj_ntk S
;)embinaﬂn hy, s
r-
pekas lain yang dip l]
~tugas 1bep;
an tugas . o lkan
a. Melakiag:l; ian Pemel‘lﬂta-han Desa ; Ol‘:h
Kepa
pasal 19
| . Kekayaan Desa m -
ub Bagian pendapatan dan Kekaya empunya j tugy,
| pinaan dalam rangka penggalian, De
a. Melaklﬂ“;‘gn pe';ln, penertiban dan menglnventarisirm;?ﬁ

%gxi—gte;mber pendapatan

dalam rangka peningkatan Denigang,
inventarisir kekayaan Deg,, -

Desa/penghasilan Desa;

_ Melakukan pembinaarn
P an, penertiban dan meng

C. Meﬁyusun ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjy

dalam rangka membukukan, pengelola}an dan penatay
pendapatan/penghasilan Desa melalui APPKD;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ol
Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

Pasal 20

Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa Mempunys
tugas : .

2. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penys
an k(f_,tentuan—ketentua_n dan petun juk_petunjuk 7
tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkat®® .
berhentian sementara dan Pemberhentian Kepala i

b Mempers; — oy
an pkeertselﬁ kan dan mengolah bahan-bahan untl'_llljkpientﬂﬂg
pen van-ketentuan dan petunjuk-petutd™;

ga-ﬂgkata-n dan Demberhentian 'perangkat DeSa;

2m
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l

Lan dan nengol. _
T,qiﬂj’l.l] deNZolah }’fl'!f*n»qh,,

@ ptuan-ketentuan dan e han 4,

Mty

: N iuk K bar
(' g0 l“: an dan peningkatan ke ,n']'”‘“ff-‘l’.nr,;,”,'(_r e
p@“ ina: Desa; Mampugp, ha T: t‘ tentang
rintaha‘n “hdtur p".‘mr;_u
akan tugas-tugas 1gip
aksaz” yang gir
i }b({gll)ala Bagian Pemerintahan Desa., . d]'b‘”'lkan Oleh

Pasal 21

jan Pengembangan Desa dan [ep
{l

rsiapkan dan mengolah bahan-hapy,
: n v
¥ m ketentuan—ketentuan dan Detunjuk—peglllnnt;jk tentans
ntang

pengembangan Desa termasuk pembentuk
penyatuan dan penghapusan Desa; af, pemecahan,

», Nempersiapkan dan mengolah bahan-hah

an untuk
an ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petun juk pigg‘;i‘;rgl

pempinaan: dan pengembangan Lembaga Adat;

¢. Yengumpulkan data Desa serta mengurus masalah yang
berhubungan dengan pengembangan Desa d Lembaga
Adat; ' ; -

. lempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusun
a ketentuan-ketentuan/tatacara penetapan batas wila-
%ah Desa dan perubahan batas Wilayah Desa serta pem-
aan nerjasama antar Desa;

t, . _
ﬂ:laksana{%n tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Pala Bagian Pemerintahan Desa.
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ian Hukum mempuny

Bagian Keempat
Bagian Hukum

pasal 22

i tugas melaksanakan sebagi,
ah dalam mengkoordinasikz t“%’ag

. 1ayah/Daer
Sekretarlgtr:&lrgl perundang-undangan, —mene]a,, B
mmgsa;ikaﬁ bantuan hukum, mempublikasikan dap mendom””’
e »
fasikan produk huku: E
Pasal 23 |

rakan tugas tersebut pada Pasa] g B
I

elengga pada F

a.

Mengkoordinasikan perumusan Peraturan Daerah dan .
putusan Bupati Kepala Daerah serta mengikytj i

mengolah perkembangan hukum;

Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Pe.
undang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah;

Memberikan saran pertimbangan dan bantuan hukum kesh
semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang

timbul dalam pelaksanaan tugas;
Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, melakuk

Euuﬁi;kasi hukum, produk hukum dan melakukan dokunens

a. : i
Wb Begian Perundang-undangan dan Penelaahd” i
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i pagian Dokumentasi. Hyy,.
b &b Bagian Bantuan Hukuym,
G

jan-sub bagian sebagnim,
. . e na  dj
9% msing-masing dipimpin o Scorksud ayay
in yang berada di bawah orang K L

pogial nda Kepal ; an bhertg ,
1angsung kepa pala Ba,g]_an HU.kum. nggu_ng {onens

Pasal 25

mb .

P‘““'ﬁl paerah, Keputusan Bupati Ke

qran a

3 dan mengevaluasi Peratur e 2. Daerap Serta me-

an Da
;;ati Kepala Daerah. erah dan Keputusan

Pasal 26

sh Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas mel
wamentasi dan publikasi produk-produk hukum, menem

mbaran Daerah serta mengatur penyebaran Dokumentasi
Hhikum.

Pasal 27

% Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menerima, me-

mlgan dan mempelajari persoalan-persoalan hukum yang

e alam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, serta

memfllk'fm bantuan hukum kepada unsur-unsur Pemerintal

fy . Jang timbul dalam pelaksanaan tugas masing-masies

%rfgberlkan perlindungan hukun yang bersangkutan dengan
2 Sewa-menyewa rumah.
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pagian Kelima

Hubungan Masyarakat

agian
R pasal 28

ian Hubungan
g9 tugas

bagian
o b%naah dan peng

mantapkan kebi jaksanaal

N & ‘ tl_l as
Masyarakat mempunyal iugas me,
Sekretariat Wilayah/Daerah g, antqsﬁnakan

embangan hubungan masyarakat 2 gy
pimpinan Pemerintah Daerahma ﬂ‘«:—f

Pasal 29

tersebut Pasal 28
laksanakan tugas Pery
e ni, Bagian Hubungan Masyarakat mempunya g,
.. Melaksanakan hubungan timbal ballk antara pepe, .

den
%ﬁ%lilk di gwainlayahnya§

b. :
dalam Lingkungan Pemerintah Daerah untl‘lk metber g,
pengertian dan penerangan tentang kegiatan Pimping
Pemerintah Daerah; ' |

c. Menilai pendapat, sikap dan kegiatan masyarakat tep.

hadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memper-

oleh peigertian, keyakinan dan partisipasi masyarakat
terhadap kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah

e. Menyelenggarakan kegiatan penerangan dan pemberitaan

f. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi fotografi
perekaman, penerbitan dan mendistribusikan bahat-
bahan penerbitan;

8- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Radio Siaran

Ie’. merintah Daerah, mengevaluasi dan meneliti d
siaran,
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Pasal 20

Mas akat + ,
jan Hubunga?l Hasyarakat terdirg dary .

(1) e

sub Bagian Pengumpulan dan 1’enyq -
N S AT

: ian Penerangan dan pe Ban Informge; .
L] . . - . ; e ’
. Sub pagian Publikasi dan Dokumen tag

¥

; Sub pagian Pembinaan Radig Siaran p

ian-sub bagian sehaosi ,

p Bagian-Su . Dagaimana qipg)..

o Bagian yang berdda dibawah dap bertan g Kepala

angsung kepada Kepala Bagian Hubungan Masyga%;%’atmwab
Masyarakat. .

Pasal 31

p Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempumai
ﬂl,gas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Da-
eah dalam mengumpulkan, menvaring dan menganalisa infor-
msi baik yang berasal dari instansi-instansi vertikal,
dins-dinas Daerah maupun masyarakat umum, melaporkan
informsi-informasi yang dianggap perlu sehagai umpan
tlik terhadap Pimpinan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

%W Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyal tugas

"laksanakar sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah

falam menyelenggarakan kegiatan penerangan baik 11;32
Pun ekstern, menyelenggarakan pemberitaan baik me

14 massa P ; Daerah maupun meolalul pers, me-
Biosase emerintah Daer . g ks
"1 masyrakat yang memerlukan informasi dan mengadakan

pan atau penjelasan pers.

Pasal 33
. m—
Su Bagian Publikasi dan Dokumentsi mempunyal tugas
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tugas Sekretariat 11ay

=0 1 Hn -
\aksanakan bi;;‘qgkq o dan menyelenggarakay, Da'h/ba(
& ~arenCallcdhe i ., ; P e 4 8! )
dalam " 11 fot Og]‘ail y Ckam?n]" p;:ny‘l-ﬁ an - g, nﬁ'rhi :h
eptasis Y0 L ipusik han-bahar Ay, U
dommentqor ta mendistl ibusikan bahan-bahan DP‘”Or};-ﬁ" i
pameran St Lan

pasal 34

; io Sia Pemerintah
: naan Radlo Siaran Dac
Sub BaglanSP?‘nglﬁksanakan gebagain tugas Sekretarir:h Moy,
ah dalam nerencanakan dan menyel_enggarakan Ly,
yah/Daerar .- .an Pemerintah Daerah, mengeValuaS-kegL

.ran dalam usaha pembinaan day . el ay

G . sia
L d?gpg}jtaran pemerintah Daerah. Ogey,

Bagian Keenam

Bagian Organisasi dan Tatalaksang

Pasal 35

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempupyai tugas mengy,
pulkan dan menganalisa data, mgmpersmpka.n penyusunay
program dan petunjuk serta¥memonitor dan mengevaluasi
kembangan dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan serty
menyusun Kkonsep-konsep mengenai pembakuan sarana serts
men gelola perpustakaan.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 35 Peratural

?aera.l; ini Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyal
ungsi :

a. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiaplfi“k
konsgp-konsep pengembangan kelembagaan dan petuIlJan
pembinaan terhadap satuan organisasi di 1ingkungam

Pemerintah Daerah, instansi vertikal Departemel e

Negeri dan perangkat Wilayah Administrasi;
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ppulkan dan mengolay 1
Ut an pertimbane ata o
“’le! 501 — lun i lmimn (l“l-lnln 'y orta ey
p g™ dan petunjuk peyy B vangy, Moy ",
= N o v \ 3 Ll ' =1 :
kON® de kerja dan PIrosedy Kep . rm,,,,c,”_m 151, Kope ]
«th( . ,]1_["‘ I‘:,”‘: l’ ‘ ‘D
Il“ I 'f.lr'Jv
ampul kan dan  men Bolah al ,
Mengep_koﬂsop pou1g(zn'|l;);-1.ng:u-. ”:]‘ A Bopy, -
O gon=mn, smbakuan saramn. U ot GMbep,
}t(cl.ha,d-.lp p( . ]-[d.rlc], ](m.;in‘ (J']"] ,'”_I'”“.J'.lk N j;r}l’..'lr,
' ' Sle N
2k AT

. - ohd ef ie r |
Mellgelom dan mengembangkay POrpus ) o
> . _,u' El.;]‘n ]

Pasal 37

0 ggian Organisasi dan Tatalaksap, fordich
ri

) darj .
2. Sub Bagian Kelembagaap;,

b. Sub Bagla.n Ketatalaksanaan;
¢c. Sub Bagian Perpustakaap.

(9) Sub Bagian-sub bagian Sebagaimang d

= ' . imaksud ayqt (1)
Pasal ini masing-masing dipimpin oleph

Pasal 38

b g |

menagig;;?i Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan,
baikap sigt Sasikan dap mengolah data dalam rangka per-
W Pegpi oy’ CAtaKerja dan methode kerja dalam lingkung
en Dalap Nah i€raily Instansi-instansi Vertikal Departe-
©8eri dan Perangkat Wilayah Administratif.
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Pasal 40
yb Bagian POI’pustz‘s_lm:m mempunyal tugas mf}I]yUHlIH
i ;gl ‘m dan memelibara hbuku-buku Perpustay, r”"f-’m
sneadaks ‘ . I ““Bdan
mcn:.:mr dan  MONEUTUS peminjaman  buku-ly,, fh; Sep,
mengat s B RPN
nistrasi perpustakaan: i,

Bagian Ketujuh

Bagian Perekonomian
Pasal 41

Bacian Perekonomian mempunyal tugas melaksanakap
Batugas Sekretariat Wilayah/Daerah dibidang Perekon{s)ri?gﬁia“

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan .tugas tersebut pada Pasal 47 Der.
aturan Daerah ini, Bagian Perekonomian mempunyai fungs; .

a. Membina, mendorong dan mengembangkan perekonomiay
masyarakat, prasarana perekonomian masyarakat, per-
usahaan Daerah, perbankan Daerah dan lembaga
- perkreditan; Y | :

~ b. Mengembangkan dan mengelola lzlulintas komoditi dan
trayek-trayek transportasi sesuai dengan Peraturan
Perunta.ig-undangan yang berlaku;

c.’ Membina dan mengembangkan Pariwisata Daerah;

d. Menyelenggarakan tata usaha bagian.

Pasal 43

(1) Bagian Perekonomian "cerdi-.ri-'.ci.[‘ari 3

a, . .
Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat;
"y ..
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r b pagian Pembinagn Pra,saran Pere

. k i
, Bagian Pembinaan Poyy. abaan | Ohomj gp, Rakyq +
sl ) ~ehdan Dy, ’
0 yan paerall; Aerah gap, Perh

Bagian Pembinaan Pariw;i
;. SuP T Vsata Dagryy
f o — bagian :
gian SU‘? g : SEbaga_lman )
ini masing-masing dipjp: - glgtllmaksud ayat (1)

jan yang berada di bawah qqp, beriiorang Kepa1s,

an perekonomianggung Jawah

ub
S. 2l

Bag
?;Egsuﬂg kepada Kepala Bagi

)

yendorong budi daya perkemban

pomian rakyat; San-perkemmbangan pereko-

_ Mendorong peningkatan pengolahan hasil 8
b dan kegiatan perindustrian rakyat; .Perekonomign

¢. Mendorong pembinaan tataniaga hasi] produkéi rakyat:
]
¢. Menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan penye-
diaan data.
Pasal 45
b Bagian Prasarana Perekonomian Rakyat mempunyai tugas:
.

Mengatur trayek-trayek transportasi;

b, - b
Me“gusahakan kelancaran lalu lintas komoditi;

c, . | |
Ml‘glg?;la Peningkatan sarana dan prasarana perekonoiman
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e

pasal 46

.. Pembinadh perusahaan Daerah g,
qub Bagls . L
;;TMI?EmWﬂnﬂJ tuga.

mensistematisasikan dan

Meltlgllfgp;;lkﬁl“;éoran perusahaan Daerah dap
data

Daerah.

Mmen 22}

Ngy.
Perp,

a.
br s
d'r'}'-?.r;

dan mempersiapkan ketentuan_
b. Merencanakanaan_pembinaan Perusahaan Daerap ,keig:nt

bin ;
Enagu}éagfzh dan [.embaga Perkredltan Daerah;

Uz

Thap,

atan-kegiatan Perusahaan Daerah, p

ikuti kegi -
c. Mengikutl kKeg Lembaga Perkreditan Daerah. by

kan Daerah dan

Pasal 47

Sub Bagian Pembinaan Pariwisata Daerah mempunyai i

a. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalis
data Kepariwaisataan Daeran.

b. Membina, mendorong dan mengembangkan Kepariwisatam
Daerah;

c. Mengikuti kegiatan-kegiatan Kepariwisataan di Daerah.

'
!

Bagian Kedelapan
Bagian Keuangan

pasal 48

Bagian k j
tugas Sek:?-:?;ng?’n mempunyai tugas melaksanakall Sebﬁ.
ariat Wilayah/Daerah dalam bidang Keua™
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r Pasal 49

elenggarakan tugas terseh,

t pag
nf =3 . pd—da p "
i ntul{ Dasera'h 10k Ba-gla.n Keuangan mempuI-IYai ?’Zi‘;qi/l Per-.
bahan dan me
siapkall nyusun An
e BelanJa Daerah; ggaran pendapafan
dan
\1eﬂ€elola administrasi keuangan Daerah;
dakan penilaian Pelaksanaan Anp
| Z{;Eg;elanja Daerah; 8garan Pendapatan

jenyusun_ rencana Peraturan Daerah dalam bidang keuang
o Daerah; |

perumuskan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Peraturan
" pperahdalam bidang Keuangan Daerah;

turut serta merencanakan dan mempersiapkan ketentuan-
" ketentuan peningkatan Pendapatan Daerah;

. Menyelenggarakan tata usaha bagian.

Pasal 50
(1) Bagian Keuangan terdiri dari :

2. Sub Bagian Anggaran;

b. Sub Bagian Pembukuan;

. Sub Bagian Perbendaharaan;j

d. Sub Bagian Pembinaan Sumber Pendapatan Daerah.

o Bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (1)

la
Pasa] ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepa

jawab
S Bagian yang berada di pawah dan bertanggung Jawal

langsuﬂg kepada Kepala Bagian Keuangal:
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pasal 51

ran Pendapatg
. apn rencand Anggarte : N dap
Mempers1aP k?tna perubahamlya Jika dlpel'lukan dﬁe]-anja
trentang pelaksanaan Anggargy, an
pend N

un "

on dan Belanja D3¢

utusan Otorisasi;
. okan Surat Kep
p. Menylab

Pasal 52

oub Bagian pembukukuan mempunyal tugas :

ata pembukuan mengenal Denerimaan-peny,

gelola t :
4, TSR eluaran menurut tujuannya;

an dan peng
b. Memeriksa,' meneliti dan menilal realisasi Anggary,
dan Belanja Daerah;
Menerima dan menganalisa laporan-laporan tenta
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah gy
mempersiapkan perhitungan anggaran.

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyal tugas :

a. Menerbitkann Surat Perintah Penagihan;

b. Menguji kebenaran penagihan dan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Uang atas Keputusan Otorisasi;

Cs Memberika.n_ pertimbangan dan mengikuti pelaksand!
penyelesaian masalah-masalah perbendaharaan dan gantt
rugi.

Pasal 54

2. Merecanakan g _qun?
Pendapatan Dag'ga;?rmmkan peningkatan sumber
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rF

orumuskan petun juk-petun juk tentang peningkatan d

el , an
b m\mj_uaun pendapatan daerah;

qurut serta menyiapkan petunjuk-petunjuk teknis ten-
" tang pelaksanaan peningkatan sumber Pendapatan Daerah

gecara hirarkhis membina membina unit organisasi
s jang ada hubungannya dengan pemasukan keuangan
Daerah;

murut merumuskan Peraturan Daerah tentang peningkatan
sumber Pendapatan Daerah;

;, Menerima, mensistematisasikan dan menganalisa laporan-
laporan tentang pendapatan Daerah;

Mengikuti Kkegiatan-kegiatan peningkatan pendapatan
Daerah.

Bagian Kesembilan
Bagian Pembangunan

Pasal 55

Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas SekretariaVWilayah/Daerah di Bidang Pembangunan
yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, bantuan-bantuan pembangunan dan dana-dana pem-
bangunan i cdari Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pe-
merintah Pusat.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 55 Per-
aturan Daerah ini Bagian Pembangunan mempunyai fungsi :

2. Mengumpulkan, memelihara dan mengolah data-data serta
menyajikan dokumentasi informasi;

222

Scanned with CamScanner



] ._Una.n rO r -

n koordinas’ penyusuna” be ﬁam tahun, .

b. Melakuka naerah dalam Lingkungan Sekretarig W p
! {1 i G . . 1 . - ._ : . i

banguna.tld.m gatuan organisasil lain yang dltu flyah/ _
Daerah & gd’*ka\_n

kepadanyas
ijan administratif Pelake,

yang dibiayai dengan An; Mgy,

ey

Mengadakan pengenda].

d,
C. =3 &2 1]
apeunan Daerall g rEs t Bg:
ng:gfltlan an Belanja Daer 9, dbar.] Lgan Pembang,j'pa-n
i d .na-dana pembangunan lain dari Daerah Ting vy i
dan dane intah Pusat; at

Jawa Tengah dan Pemer

4. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan Pelats,
naan Pembangunan. |

Pasal 57

(1) Bagian Pembangunan ‘terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program;

b. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program;

c. Sub Bagian Evaluasi dan laporan.

(2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bagian Pembangunan. |

Pasal 58

Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program mempunyai tugas
mengumpulkan, menganalisa. dan mengolah bahan-bahan unull;
Penyusunan PrOgram PembafngUDaH Daerah yang dlaJUkan ole
bagian-bagian pada Sekretariat Wilayah/Daerah dan'sgtuzlil
organisasi lain yang ditugaskan kepadanya, yang dlblﬁyan
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pantt
ggrah Tinilzat I Jawa Tengah dan bantuan Pemerintaham .
am rangka koordinasi ogT
bangunan Daerah. penyusunan program-p
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Pasal 59

1 ial
| pgt?
R

I' 46

pengendalian  Pelaksanggy, Prog
ram me
“punya j

. pedoman dan memberj

| : gpkal

| “emrl?llp pembangunap yang dibig

i gqua?;m dan Belanja Daerah, b
gapd “jand 1ain dari Daerah Ti

gg;rintah pusat;
quti perkembangan pelaksanaan
W8 iayai Anggaran Pendapatan

yai oleh Anc ara  pelak-
antuan Pem sdran Pen—

an :
> gunan
gkat | Jawg, Tengan (cllaag

program

' t 1 Jawa Tengah
orah Tingka gah dan Pemer;
?;rta penyiapkan saran penyempurnaan. Tlintah Pusat

Pasal 60

b Bagian Evaluasi dan Laporan mempunyai fungsi :
. Yengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program

pebangunan ;

b, lézyuign bahan laporan pelaksanaan program pembangunan
erah.

Bagian Kesepuluh
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 61
Bl Rece s
i.ebag'lanese']ahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan

U8 tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bIdare
Jahteraan.
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pPasal 62 |

akan tugas tersebut pada [);Lc_;,.]l ;
l ssejahteraan Rakyae - Ol
Bagian KeseJ teraan Rakysqt ey Yo

Py,

nr.nye.l.onggur

Uk et
Unth pah ini

qturan Dae
fungst ¢

|
) rencana, llengal‘ahkan dan mengkoop

a. Merumuskan ' inekatan Kesejaht d Nag;
kegiatan-kegiatan PEMiE Jahteraan pyy Sk,
ha sosial sesuaij |
ur Perijinan usd den
> 2:3%2; perundang-undangan yang berlaku; 5an Pep_

c. Menyelenggarakan tata usaha bagian.

Pasal 63
(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari .

a. Sub Bagian Sosial;
b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
c. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat.

(2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggaung
jawab langsung kepada Kepala Bagian Kesejahteram
Rakyat.

Pasal 64
Sub Bagian Sosial mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan dan menganalis
data yang berhubungan dengan penderita cacat, fWe

karya, tuna wisma panti asuhan, kurban bencana a1
dan lais-lain;

Zﬁgg:}:ur pemberian ijin terhadap kegiatan-kegit®
on un:i'yang berhubungan dengan pertunjukan-pertW=
’ 1an, pasar malam dan lain-lain;

3
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4

C

' }(Gpa . .

akan mengatur dan men
al

i ; gk :
an-badan sosial dan k Oording

[<E7 I

han
€ncan "ntUEm

peren * alam;

Canaa,

N dan Pembangyng, -
"Umah

Pasal 65

Penddikan g
an Agama s an Kebudayaa ]
‘1111 & = Punya
"

P : —
ylkan, mensistematisasikan gap

yeng WP

: m .
Moo dalam bidang agama, pendidikan dap k enganalisa
da

ebudayaan :

canakan | pemberian bantuan

.terhada :
t dibidang keagamaan; P kegiatan

erel
masya.r aka

MengkoofdinaSi perencanaan Kkegiatan-kegiatan untuk
. reupuk kepercayaan rakyat dalam bidang keagaman dan
repercayaan masing-masing; ‘

yerencanakan kegiatan peningkatan kerukunan hidup

| beragama

. Nembantu instansi yang bertugas dalam bidang urusan
haji; |

. Merencanakan pemberian bantuan terhadap kegiatan
msyarakat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;

» Merencanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan

keolahragaan, kepramukaan dan kepemudaan..

Pasal 66

ilb 3 ) . .
"gian Kesehatan Masyarakat mempunyal tUgas

menganalisa

L M ‘
bulkan, mensistematisasikan dan pc
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atan-kegiatan untuk

i kegl
an masyarakat;

b, Mengkoord inas’
| 1 kesehat

kebersihal dal
1 sarana kesehat

' Eln dr
penyakit menular an me

peninghka tal
berantasan i
11 - y Pen L
.usahaan obat-obatan dan ]_a_in_lgéilwa_gan
n:
!

Merencanakan
koordinasi pem
~ymah sakit, Pel

d. mengkoordinasi pelaksanaal dibidang keluargy
dan peningkatan mutu gizi makanan rakyat, tHEmara

(g

Bagian Kesebelas
Bagian Umum

Pasal 67

Bagian Umum mempunyai tugas ﬁlélaksanakan sebagi
Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang Umum e

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan t
i) 0 tugas tersebut pada Pasal 67 Per-
aturan Daerah ini Bagian Umum mempunyai tugas : ;7

a. Melaksanakan urusan tata usaha dan pembinaan kearsipn

b. Melaksanakan :
Daerah; urusan rumah tangga Sekretariat Wilayah

c. Mel -
aksanakan urusan dan kegiatan keamanan ke dalal

te '
rhadap personil, materiil dan informasij;

d. Melakuk
an urusan protokol dan perjalanan dinasj

Menyelenggarakan tata usaha Bagian
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Scanned with CamScanner



Pasal 69

Unlll“‘ terdiri dari

B gian Tata Usaha;

p Bagld

p 2 b Baglan Pengamanan, Sandi dan Telekomn ikasi ;
b , Bagian Protokol;
Sub

. o pagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan
" .

n Rumah Tangga;

pagian — Sub Bagian sebagaimana dimak
)0 2 i masing-masing dipimpin oleh se
P“SalBa jan yang berada dibawah dan bert
angsung kepada Kepala Bagla.n Umum.

sud ayat (1)
orang Kepala
anggung jawab

Pasal 70

b Bagia Tata Usaha mempunyai tugas :

lenerima, mengetik, menggandakan, mengagendakan,
mengeekspedisikan dan mengirim surat-surat;

kommnikasi.
.+ fenyelenggarakan dan membina kearsipan.

Pasa.l 71

i} .
“ian Rumah Tangga mempunyai tugas :

| M s ]
bzﬁgilggggarakan administrasi dan inventarisasi harta

kretariat Wilayah/Daerah;

baran ’ meyedlakan menyimpan dan pengeluaran barang
S Untuk keperluan Pemerintah Daerah;

Ve

gur ah

gy keperluan rumah jabatan Bupatl Kepala Dact
Jabata.n lainnya;

228
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d.

4

Sub Bagian Pengamanan,

~( “ . }\ in l(.n][ '-1 1. Ll(lll l\E'[)e _], lC ] [-rL[) "
Ll .\,‘L_ila'i ’ v | l'll
di[. N .-ai.l‘ ..H:-.

- < . al ..S-' 1{ (] r t ‘

pala Daerahs

ate )
’ a.l’l

ihara kebersihan ruang kant,,
_ Ntop o

el
Mengatur dan mef &

pekarangannyﬁ-

Pasal 72

Sandi dan Telekomunikasi mempuny
aj

tugas

a.

Menyusun petunjuk—petunj}l}{ tentang pengamanan th10r. 4
masi, personil dan materiil;

Merencanakan kegiatan-kegiatan pengamanan informag;
personil dan materiil; 2

Mengirim, menerima dan menyampaikan berita-berit, °
lainnyaj |

Membina, mengembangkan dan ‘memelihara alat-—alat dan !
telekomunikasi

Mengatur jaringan hubungan komunikasi.

Pasal 73

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :

a.

C.

Mempersiapkan acara perjalanan dinas pimpinan Peme-
rintah Daerah; | . |

Mempersiapkan penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah
upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pertem@”

rintah Daerah. ya Yyang diselenggarakan O

.I '_
Mengurus perjalanan Dinas;
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Pasal 74

IRYS

])cngnd:m.n dan Percwatan Pera g, .,
qatt 7 Toekdl 5-""7:1{Jl:r'-/-w
l;,q[:_-' Jal
P
ra ; rkembangan dan pengumm
; 1 1 ul g -
[ bqeﬂgimlsterta menilai mutu perbekalarf y;nn Informgg;
ot pah paerah; Y408 diperlygap
e
16 nggarakan tender;
Meﬂy .
I akan pembelian alat-g]
. %ﬂﬁtﬁh Daeyah; Yang diperiukan
dministrasi ;
1enggarakan - penerimaan g
i ﬁ;ﬁiﬂ alat-alat; " Pege
engatur' menyimpan dan menyelenggarakan ‘pemeliharaan

* o pengamanan barang-barang dalam gudang;

f Manpersiapkan, menyusun dan merumuskan petun juk-pe-
" qnjuk teknis pemeliharaan barang-barang

serta meng-
iuti perkembangan pelaksanaan; ng

o<

Vemelihara Perumahan Dinas.

Bagian Keduabelas

Bagian Kepegawaian

Pasal 75

Bgia . -
lgag SeKipegawal mempunyai tugas melaksanakan sebaglan

kretariat Wilayaii/Daerah dalam bidang Kepegawdian.
- Pasal 76
r'ltuk

M
iy glg:lenggarakan tugas tersebut pada Pasal 75 E_’eli'—
ah inj, Bagian Kepegawaian mempunyal fungsl :

R
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2. Mempersiapk

Daerah dal :
an Peraturan am bi. dang "
= ga‘"al

b Melaksanakan administrasi' kepegawa. ia.n';

- . dan melaksanakan Kkegiatan
B Merencanakan . . unty
ningkatkan kese,]ahteraan pegawal; k n

d. Melakukan kegiatan pembinaan karier pegawai;

e. Melakukan s§:ga.1a sesuatu yang menyangkut kedudUk,
hukum pegawal; s

f. Melaksanakan administrasi pensiun;

g. Menyeienggarakan tata usaha Bagian.

Pasal 77
(1) Bagian Kepegawaian terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
b. Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai;
c. Sub Bagian Mutasi Pegawail;
d. Sub Bagian Pensiun.
(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepald

S,Ub Bagian yang berada di bawah dan bertanggui
Jjawab langsung kepada Kepala Bagian Kepegawaian.

Pasal 78
Sub Bagian Umm Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Mengikuti perkembangan Peraturan Perunda»ng"‘mdangan

dalam bidang Kepegawaian;

b. Menyelenggarakan se : kedudukﬂn.
ukum gala sesuatu mengenal
b Pegawai ;
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1 L Ao W 4 an untyk P
Iﬂerenliése"]ahL?vagttiumggiﬁwm, menyelo“gm:} fin ekat
L) e S ) >alake
- gatan 4801 ’ than’
|
P . an perumus ,
16 ngg&ra_'k‘ P an  naskah lapops,,
L‘%ﬁiﬂaﬂ data. T dan e
| L
)
Pasal 79

{an pengembangan Karier Pegawa i mempunyai ¢,
gas

o
ulkan dan mengolah datg .
b ’ﬁzﬁgan kepegawaian; PeBAVAL untuk pe-

b jerencanakan susunan kepegawaian (Formasi )

yempersiapkan segala kegiatan yang berhubungan g

b berian penghargaan d : §
ngan Pem an tanda jasa terhadap
pegawai;

;. Merencanakan pendidikan pegawai dan ujian dinas.

Pasal 80
Yb Bagian Mutasi mempunyai tugas :

. melak%kaﬂ penyelesaian administrasi Kkepegawaian
"ngenai pengangkatan, kenaikar pangkat, kenaikan
B4J1, pemindahan, pemberhentian, pemberhentian se-
"ntara, pensiun, cuti, tugas belajar, hukuman jabat

&, dan lain-lain mengenai Pegawai Negeri Sipil
&t dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

g:gy“s‘m daftar urut kepangkatan Pegawail Pusat dan
fah setahun sekali;

M ! -
(ggrelgllt-]ara daftar penilaian pelaksanaan peker jaan
: Ulte staat);

" Yempe e
"“Siapkan data kepegawaian Pusat dan Daerah.
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Sub Bagian Pe

a.

b..

cC.

d.

(1

(2)

(1)

pPasal 81

nsiun mempunyai tugas :

Membantu kepala Bagian Kepegawaian di

dalg ,
m b ) r']a-rlf:
tugasnya; S

Menyelesaikan administrasi pensiun;

" Merencanakan dan mempersiapkan Surat Keputuggy, Py

siun;

Melaksanakan dan menyelesaikan pendaftarap

' iStep:
i cteri/anak-anak sebagai yang berhak menerimy ..~

Py,
Bagian Ketigabelas
Tata Kerja

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Wilayah/Dae-
rah, para Kepala Bagian dan ‘Sub Bagian menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi se-
cara vertikal dan horizontal.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam 1lingkungan
Sekretariat Wilayah/Daerah bertanggung jawab me-
mimpin Jan mengkoordinasikan bawahannya masing-ma-
sing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-pe-
tunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. '

Pasal 83
Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti daf

. . _ awab
memenuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung 2%

kepada atasan masing-masing dan menyampaikan 1aporad
pada waktunya.
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setia? laporan yang diterima oleh pimpinan satuan

(2) orgamlsasi dari bawahan, diclah dan dipergunakan
cebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 84

para Kepala Sub Ba_lgian meny_ampaikan laporan kepada Ke-
,1a Bagian sesual dengan bidang tugasnya dan para Kemla
gagian menampung laporan tersebut dan menyusun laporan

untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Sekretaris
wilayah/Daerah'-

Pasal 85

gepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam menjalankan
tugasnya taktis operasional berada dibawah dan ber-
ranggung jawab kepada Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 86

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan lapor
an, disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan or-
ganisasi uipancu oleh pimpinan satuan organisasi bawahan
nya dalam rangka pemberian bimbingan Kkepada bawahan
masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 838

Kepala Sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Telekomunikasi
dalam menjalankan tugasnya taktis operasional berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Wilayah/
Daerah, sedang teknis administratif berada dan ber-
. tanggung jawab kepada Bagian Umum.

73
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BAB III

SEKRETARIAT'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Pokok, Fungsi dan Susllnan

Organisasi

Kedudukan, Tugas

Pa_,sal 89

' ilan Rakyat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakl. _ | ada]
o unsur staf yang membantu pimpinan Dewan Perwakiliﬂ

Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan ke“’a.jiban‘ ]
nya.

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpi,
oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Pasal 90

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai
tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam me -
nyelenggarakan sidang-sidang, pengurusan rumah tangga dan |
keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1
|
Pasal 91 l

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 89 Per '

aturan Daerah ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyal |
Daerah mempunyai fungsi : ;‘

a. KOOI‘C_linasi dalam arti mengatur dan mebina ker jasam
mengintegrasikan dan mensinkronisasikan S€l

penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan perwakila! |
Rayat Daerah;

o P S
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V.

\l,;\ncnn:mn dalam arti mempersiapkan rencana y, meng-

" \Nh, menelaah  dan mengkoordinasi perumusan ke-
;‘i'iqksnn:mn Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
LY

perbinaan administrasi dalam arti membina urusan

* pata usaha, mengolah dan membina kepegawaian, me-
ng(.glola keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan
pakvat Daerah;

Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah
b rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwaki-
1an Rakyat Daerah;

Keamanan dan Kketertiban dalam arti memelihara dan
membina keamanan serta ketertiban ke dalam.

%

Pasal 92

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri
dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;

c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala
bagian yang berada di bawah dan bertanggung Jjawab
lan gsung kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Pasal 93
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

4. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dewan
.Perwakilan Rakyat Daerah;
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rencana perjalanan dinag Pi
i B e

: D ogota-anggota ewan Perwakilan p?lnan

Dewan dan “Uhyyy

tangga s rumah jabatan dan gedung De
Rakyat daerah; Wan

STV dinas dan bar
gurusS kendaraan kendaraan "
r‘{lzrilnnya dan menyelenggarakan keamanan pagqg
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

g—ba.r'a.n
a kant()r

Melaksanakan peker jaan surat-menyurat yang gj

i Pe
kan oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah. rlye

Pasal 94

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :

d.

_Menyelenggarakan pembuatan risalah rapat-rapat yang
diadakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mempersiapkan penerimaan tamu-tamu pimpinan Dewan
Perwakiolan Rakyat Daerah;

Mempersiapkan. rapat-rapat yang diselenggarakan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik administrasi
maupun tata tempat.

Pasal 95

Sub Bagian Keuangar mempunyai tugas :

.

Merencanakan an ,
: ggaran pengeluaran Sekretariat Dewd
Perwakilan Rakyat Daerah; - )

Mengurus keuan g un .
J uk rilan
Rakyat memi;g tuk keperluan Dewan Perwa

| menyusun 1

aporan k . : aj{i‘
Ian Rakyat Daprmp, o opetariat Dewan PerV
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Bagian Kedua

-

Tata Kerja

Pasal 96

wretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalan

tugasnya bertanggung Jawab kepada Ketua Dewan Per-

ilan Rakya? _Daerah teknis administratif mengikut i
petunjuj‘ dan dibina oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 97

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah dan para kepala Sub Bagian
Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sin-
kronisasi.

(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ber-
tanggung Jjawab memimpin dan mengkoordinasikan ba-
wahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas ba-
wahannya.

Pasal 98

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung
Jawab kepada atasan masing-masing dan penyampaian
laporan berkala pada waktunya. '

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya
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BAB IV .

LAIN-LAIN

pPasal 99

dan kepangkatan serta susunan kepg
sesual dengan Peraturan_per

ang berlaku.

Jenjang jabatan ¢
an diatur kemudian

Perundang-undangan ¥

aturan

Pasal 100

Bagan susunan organisasi Sekretariat Wilayah/Daerap i
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakygt_ Daerah sebaga imap,
dalam lampiran Peraturan Daerah 1nl yang merupakan b,

gian tak terpisahkan.

BAIBV
PENUTUP
Pasal 101

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7
Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja
Sgkretariat Wilayah/Daerah dan sekretariat Dewan Perwa-
kllqn Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Suko-
harjo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor & Tahun 1980 Seri D

; c eraturan P nva dinyata
tidak berlaku lagi. erubahanny y

Pasal 102
Hal-hal

akan dj :
atur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.
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Pasal 103

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang

kall.

or supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah
gan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-
nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Sukoharjo.

Sukohar jo, 29 Desember 1990

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
0 SUKCHARJO
KETUA
ttd ttd

DJOKO WALUJO, BA | Drs. SETYAWAN SADONO
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DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 23 Maret 1991 No. 188.3/124/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAFRAH TTNCKAT k
JAWA TENCAH )
Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 10 Tanggal 11 April 1991 Seri D No. 3
SEXRETARIS WILAYAH / DAFRAH

ttd

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518

240a
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